LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

-

L=HIP

NOMOR: 9 TAHUN 2010

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 9 TAHUN 2010,
TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

‘bahwa Retribusi Perizinan Tertenlu merupakan pungutan
Daerah sebagai pembayaranr atas kegiatan lertentu Pemerintah
Daerah dZaiam rangka pemberian izn kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. pengaturan,
pengandalian dan pengawasan alas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, onrasarana,
saana atau fasilitas terlenlu guna melndungi kepentingan
umurn dan menjaga kelestarian lin gkungan;

bahwa Refribusi ‘Perizinan Tertentu merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah ;

bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan Kkeadilan, peran serta
masyarakat, akuntabilitas = dan ftransparansi cengan
mempeihatikan potensi daerah ;

bshwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf 2, huruf b, dan hunuf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

199



e e o e e e bt e | i e

1.

11.

12.

13.

14,

5.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antarz  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Nenara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tairbahan Lembaran iyegara Republik Indonesia
Nomor 4438) ’

Undang—Und_ang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Fenataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor- 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesna
Nomor 4725); .

Undang-Undéng Nomor 22 Tahun 2009 tentang’ Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomcr 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahuii 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5049):

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 lentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkurigan Hidup (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659y,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 lentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahur 2010 (Lembaran Negara Republin ndonesia Tahun
2010 Nomo 50, Tambahan Lembaran Negara  Republik

- indonesia Nomor 5145};

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 lentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 fentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 lentang Usaha
Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. . ‘ 20
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Undarig-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 78, Tambahan Lembaran l\egara Republk Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor % Tahun 1984 tentang Perindustrian.
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Feoub{xk indonesia  Nomor
3274); .

Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
indoresia Nomer 3851); .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembnnlukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun .
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan ULembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

UndargUndang hon.ur 31 Tshun 2004 terdany Perikanan
{Lembaran Negara Republik Ingonesia Tahun 2004 Nomor
11&. Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomior
4432 sebagammana diubah dengan Undang-Undang Momor 45
Tanun*2009  {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomer 154, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomaor 8073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Yambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teiah diuhah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik indonesta Tahun 2008 Nomor 59, Tambaham
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Nomeor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ientang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia . Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran.
Negara Republik indonesia Nomor 4352);

Peraturan Pemerintah N‘omor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubii
Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

-Negara Republik Indonesia Nemor 4578);

Peraturan Pemerinteh Nomor 78 Tahur 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia.
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesna Nomor 45583),

Peraturan . Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan' Daerai Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/i{ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan lemburan Negara Repubilik

" indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten " Daerah Tingkat # Lebak
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipl yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran. Peraluran Daerah yang Memuat Ketentuan
Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal # Lebak
Tahun 1986 Nomor 3 Seri k);

Peraiuran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat il Lebak Nomor
12 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Panlai dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat #l Lebak (Lembaran
Daerah Tingkat il Lebak Tahun 1588 Nomor 8 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak Nomor
2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkal I Lebak (Lembaran Daerah Tngkal
If Lebak Tahun 1583 Nomor 7 Sen Dy

Peraturan Daerah Kabupaten tebak Nomor 13 Tahun 2006
ienlang Tala Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum
Daesah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006
Nomer 13;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
’ 202



~ Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor’ 15); '
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007'
- tenlang Penetapan Urusan Femerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);

-28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun.2007
lentang Pembentukan, Organisasi dan. Tata Kerja UDinag
Daerah Kabupaten Lebak {Lembaran Dazerah Ksbupaten
Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kibupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak lahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN |
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU. :
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratura;l baerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerat; adalah Kabupaten Lebak.

2 Pemerintah Daerah adalah Bupali besera perangkal daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
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Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang -selanjulnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. _
Satucn Kefja Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkat SKPD adalah
perangkal daerah yang bertanggungjavab dan berwenang dalam melaksanakan

_pengelolaan dan pemungutan pajak daerah

Pejabal adalah pegawai yang diberi tugas tertentu’ di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tfidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah {EUMD) dengan nama dan dalam
bentux apa pun, firma, kongsi, koperas, dana pensiun, persekutuan
parkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi -
profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Iainnya termasu k

Vkontrak investasi kolektif dan be.. iuk uszha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin lertentu yang khusus
diseciakan danfefau diberikan oleh Pemerintah Dasrah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Perizinan Tertenlu adalah jasa yang disedizkan oleh Pemerinlah Daerah kepada -
orang pricadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan
alas kegialan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasavana, sarana alau fasilitas tertenlu guna melindungi keoentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalan suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah
kegiatan manusi2 yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu
iingkungan seca2 leiap sebagian atau seluruhnya pade, di atas. di bawah
permukaan tanah, dan siau perairan yang berupa bangunan,

Bangunan G_edrg acalah wujud fisik hasil pekerjaan konslruksi yang menryatu
dengan tempat kedudukanfya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di datam tanah dan/atac air, yang berfungsi sebagai lempal manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat linggal. kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegialan khusus.

Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitekiur yang meliputi Bangunan
Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunmn Manusia. -

Mendicikan Bangunan adalah pekerjaan mengadahan banguran seluruhnya atau

sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun alau meratakan lanan yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan lersebut.
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14.

15.

16.

17.

19.

20.

21

22.

23.

24

25.

L . S
Mengubah bangunan adalah pekeriaan mengganii dan ‘alau menamhah bangunan
yang ada, termasuk membangkar yang berhubungan denga": pener;aan mengganti
bagian k_angunan tersenut. -

Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditorik
sejajar dengan as jolan, topisunga | atau as pagar dan roerupakan batas antara
bagian kavling/ pekarangan ydng boleh duhangun dan yaiig tldak boleh dibangun

- hangunan,

Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan‘ pagar

. dan atau sejenisnya yang dukur dari as jalur jalan, re! kereta api, tepi sungai, tepi

pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan
linggi/menengah/rendah, instalasi pira minyak, pipa gas dan pipa arr.

Tinggi Bangunah adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, di mana
‘bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

Izin Mendiikan Bangunan adalsh perizinan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerzh kepada pemilik bangunan .gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat -bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan icknis yang berlaku.

~ Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemérintah Daerah

dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
Badan yzng dapat manimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendafian kegiatan usaha secara terus menerus
untul; mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan
umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma Kesetamatan dan
kesehatan kerja.

Trayek adalah lintasan kendaracn untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap dan jadual tefsp maupun tidak teradiral dalam wilayah
Daerui.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdii alas Kendaraar
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang besjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah seiiab kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau crang dengan dipungut bayaran. '

Angkutan Kendaraan Umum adaizh kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Perusahaan Angkutan Umum adalzh badan hukum yang menyeduakan jasa
angkutan o'ang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
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31

32
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35.

36.

37

38.

lzin Trayek adalah psmberian izin kepada orang pritadi alau Badan yang

- menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada sualu trayek tertentu.

izin InSidenhI ‘adalah pemberian &n pemakatan jatan di luar jalur dari izin trayek
yang telah dubenkan

lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian  dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Perikanan adalah semua kegialan yang berhubungan dengan pengelclaan dan .
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkurigannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dslaksanakan dalam suatu
usaha perikanan.

Usaba Perikanan. adalah semua ussha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atat membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mangawet kan ikan untuk tujuan komersil.

Perusahaan Perikanan Inconesia adalah perﬁsahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Indonssia.

Nelayan adaian orang yang fnata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Pembudi Daya lkan zdalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan Hican.

Penangkapan kan adalah kegiatar untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang dipekenankan
oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapai
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/a_tau mengawetkannya.

Ferbudidayaan 'kan adalah kegiatan untuk memelinara, membesarkan dan/atau
membiakkan ikan serta memanen hasinya dalam lingkungan yang terkontrol,
fermesuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendingink an: menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Pembudii Daya lkan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan uniuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau atat apung fain yang digunakan untuk
melakukan penangkapan ikan mendukung ‘operasi penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan,
den penetilia:ﬁeksp!ofasi perikanan.

Kap:n‘ Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
menangkap ikan, termasuk menampung. menyimpan, mendirginkan, dan/s tau
mengawetkan. _
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40.

C41.

43.

44

46.

Kapal Pengangkut tkan adalah -kapai yeng secara husus. dipergunakan
mengangkul ikan, lermasuk memual, menampung, menyimpan, mendinginkan
dan/atau mengzwetkan. ,

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disetiul SIUP, adafah Izin tertulis
veng harus dimiliki perusahaan perilzanran untuk melakukan usaha nerikanan
dengan mengguniakan sarana produkisi yang lercantun dalam lzin terseout.

Perluasan Usaha Pen‘angkapan tkan adalah penambahan yumiah kapal perikanan
dan/atau penambahan jenis keglatan usaha yang berkailan yang belem tercantum
datam SIUP.

Perluasan Usaha Pembudidayaan Tkan adaish penambahan areal lahan danfatau

- penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tarcantum dalam SIUP.

Surat Izin Penangkapan lkan yang setanjutnya disingkat SiPl, adalah izin tertulis
yang harus qimiiiki oleh setiap kapal perii<anan urtk melakukan penangkapan

“ikan yang merupakan bagiari yang tidak tergisahkan dari SiUP.

Surat Izin Kapal Pengangkut kan yang seianjutnya disingkat SIKPI, adalah (zin
tertulis yang herus dimiliki oleh setiap kapal pankanan untuk melakukan
pergangkutan ikan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur
yang di luar dan berbalasan dengan laut teritoria! Indonesia sebagaimana
ditetapxan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan indonesia
yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas
terduar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal faut teritorial
Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnyz disingkat WPP adalah Wilayah
Pengelolaan Perikanan Repubiik Indonesia.

Wajib Retribusi adalah orany pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untur. melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut 2tau pemotong retribusi tetant;

Waijib Retribusi Perizinan Terlentu adalah orang pribadi atau Badan yang menugut
ketentuan peraturan perundang-undangan retiibusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan
Terentuy. -

Masa Retribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan balas wakiu
bagi Wajb Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan terfentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

.Sﬁrat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkal SSRD, adalzh bukli

_pembayaran atau peryetoran setribusi yang telah dilakukan denigan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui lempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- : 207
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Swal Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjulnya disingkal SKRD, adaiah surat
ketetapan retnbusu yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.” .

Sural Ketetagan Relribusi Daerah LeEih Baﬁr, yang selanjulnya disingkal

SKRDLE, adalah surat keteiapan reifibusi yang menentukan jumlah keiebihan

pembayaran relripus i karena jumlah kredit relribusi lebih besar danpada retribusi -

yar.g terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Taginan Retribusi Daerah, yang selaniutnyé disingkal STRD, adalah surat .
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sank5| administratif berupa bunga
dan/atau denda. B

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objeklif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewaican perpajakan ‘daerah dan retribusi danfatau untuk tujuan lain dalam-
rangka melaksanakan ketenian peraturan perundang- undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana ci bidang perpajakan daerah dan retﬁbusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat terang tindak pidana 'di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang teradi serta menemukan
tersapgkanya.
BAB I
RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
. Pasal 2
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu daiam Peraturan Daerah in adalah:
a Retribusi kzin Mendirikan Bangunan ;
b.  Retribusi kzin Gangguan;
c Retribusi Izin Trayek ; dan
d. Retribusi [zin Usaha Perikanan.
Jenis ‘Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendini yang berpedoman pada peraturan -

perundang-undangan.
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Pasal 3

Seliap jenis Retribusi- sebagalmana dumaksud dalam Pazal 2 d|golon( skan sebagai
Retnbusn Penzinan TFertentu. .

Bagian Kedua
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
. Paragraf 1

Nama, Objek dan Sub;ck
Retribusi izin Mendirikan Baxgunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi 1zin Mendm kan Bangunan dlpungut relrcbust oebagat pembayaran

atas

* pemberian izin mendirikan bangunan. -

b

]

)

Pasals

Objek Retribusi fzin Mendirikan Bangunan adaiah pembenan izin untulc mendirikan
suatu bangunan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan
desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencang teknis bangunan dan rencana fata ruang, dengan memperhatikan luas
{antai bangunan, volumélipesarar, indeks indeks terintegrasi, tingkat kerusakan,
harga satuan refribusi bangunan gedung, harga retribusi prasarana bangunan
aedung, indeks bangunaii baw, serta pengawasan penggunaan bangunan yang

'meipw pemerivs2an dalam rangka nemeuuhl syarat keselamatan bagi yang

menempati bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah
pemberian izn untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemeriniah Daerah.

Pasal 6

Subjek Relribusi lzin Mendirikan Bangunari adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoieh izin mendirikan bangunan Jari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukui' Tingkat'Penggunaan Jasa
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan



Pasal?

A

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan
luas fantai bangunan, volume/besaran, indeks, indeks terintegrasi (yang meliputi iungsi
Langunan, - klasifikasi bangunan, dan waklu penggunaan), tingkal kerusakan. harga
satuan relibusi bangunan gedung, narga saluan retribusi prasarana bangunan gedung
dan indeks pembangunan baru.

(™

@

M

| Paragraf 3 .

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan

‘Pasal8

Prinsip dan saszran dalam panetapan tarit Retribusi izin Mendirikan Bangdnan
ditetapkan pada fujuan. untuk menutup sebaglan atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin Mendirikan Bangunan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

" Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

Pasal 9
Struktur dan besamnya farif Retribusi lzin Mendiriican Bangunan untuk biaya
pembinaan penyelanaga, raan bangmau d‘e:apken dengan umus sebagai
berikut:

Retribusi pembangunan bangunan geduﬁg baru L xhx 1,00 x HSy,

a
b.  Retribusi rehabilitasifrenovasi bangunan gedung L xhx Ty kHSyg
C. Relribusi prasarana bangunan gedung Vxhx 1,00 xHS
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : Vx I x Tyx HSpuq
Kelerangan
L =Luas lantai bangunan gedung -
A =Volume/besaran (dalam satuanmn’, ¥, unit)
1 =Indeks
I =indeks terintegrasi
T | =Ting#.at kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0.65 untuk tingkat kerusakan beral
HSue = Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 larif
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untuk setiap kabupaten) -

HS by = Harga Saluan retribusi prasarana bangunan gedung
1.00 = Indeks pembangunan bary

Tarif Retribusi lzin Mendirikan Banounan ssbagaimana dimaksud pado avat (1)
ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

_rupnah) per sel dan biaya pengadaan alau pencetakan fr)rmuln per sel dengan
rincian sebagal berikut

a Bangunan gedung pada umumnya :

- bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti
tumbuh dan rumah’ sederhana sezhat). dan rumah deret sederhana
sebesar Rp. 50.000,00 {lima puluh ribu rupiah) per set;

- bangunan gedung hunian rumsah tinggal tinggal sederhana dan rumah
deret — sampai dengan 2 (dua) lantai sebesar Rp. 75.000,00 {tujuh
puluh lima ribu rupiahj per set -
bangunan gedung hunian rumah tin ggal hdak sederhana 2 (dua) lantai '
atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebesar Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah) par sel; B

b. Bangunan gedung kepentingan umum sehesar Rp. 20C.0G0 00 {¢a ratus
riby supiah} per set; ’

C. Bangunan gedung fungsi khusus sepesar Rp. 350.000, 00 (tiga ratus lima
puluh rigy rupiahy per set.

Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan ‘Harga Satuan Retrbusi
Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pads ayat (1) adalah
sebagaimana tercanlum dzlam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai besamya indeks uniuk faktor pengali haraa satuan Retricusi
lzin Mendirikan Bangunan Geoung 3scalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Tabe! penetapan indeks terintegrasi penghiwngan besarnya Retribusi IMB
bangunan gedung, tabel penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB
unluk prasarana bangunan gedung, daftar kode dan indeks perhitungan besarnya
Retritusi IMB, dan tabel satuan Retribusi IMB sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) adulah sebagaimana tercantum dalam tLampiran # sampai dengan IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi lzin Gangguan

211



Paragraf 1

~ Nama, Objek, dan Subjek
. Retribusi izin Gangguan

Pasal ‘11.’

Dergan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Relribusi lzin Gangguan sébagai
_perbayaran alas pembenan izin tempat ‘usaha/kegiatan yang dapat menumbulkan
ancaman bahava, kerugian danfatau gangguan.

Pasal12

§)) Objek Retribusi Izin Gangyuan adalah pemberian izin tempat usahalkegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapal. menimbulkan ancaman bahaya,
kerugion danfatau gangguan, lermasiik pengawasan dan pengendalian kegiatan
vsaha secara lerus menerus untuk mencegzh lerjadinya gangguan keleriban,
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertban lingkungan dan
memenuhi norma keselamalan dan kesehatan kerja. .

M Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud poda ayat {1) adalah
fempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan olzh Pemerintah alau Pemerintah
Daerah.

Pasal 13

Subjek Retribusi 1zin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izh

gangguan dari Pemerntah Daerah terhadap tempat usahalkeglatan yang dapat

menimbulkan ancaman Gahaya, kerugian dan/atau gangguan.
Paragraf 2

Cara Mengukui Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi kzin Gangguan

c * Pasal 14

(1)  Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi izin Gangguan divkur berdasarkan luas
ruangan, flokasi dan indeks gangguan sena jenis usaha.

(2) Penetapan indeks gangguan dndasafkaf\ pada besar kecinya gangguan dengan
Klasilikasi sebagai berikut:

a. - Gangguan linggi dengan mdeks B - 3
b. Gangguan sedang dengan ndeks 14
c. ~ Gangguan ringan dengan indeks 3.

{3)  Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan peda letak pe'usa'\aan dengan kiasifkasi
sebayai berikut. ‘
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Jalan Negara dengan indeks
Jatan Propinsi dengan indeks
Jalan Kabupaten dengan indeks
Jalan Desa dengan indeks

moa N

Da'lar klasifikasi perusahaan - berdasarkan™ i lensilas  gangguan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lcmpiran Vi dan mcmpakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaraw dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 15

Priné;a dan sasaran daiam penetapan tarif Relribusi lzin Gangguan didasarkan
pada tujuan unluk menuiup- sebagnan alau-seluruh biaya pemberian lzin
angguan

Biaya. penyelenggaraan pemberuan izin sebagawnana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin ganoguan.

* Paragraf 4

Struktur dan Besarmya Tarif
Retribusi Izin Gangguan dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal i6

Struktur dan basamya tzn‘ Relibusi fzin Gangguan- dttetapkan berdasarkan
perhitungan jumiah perkalian antara fuas ruang usaha x Indeks Lukasi x Indeks
Gangguan x Tanf Dasar.

Penertuan besamya tarif sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini didasarkan
pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

a. ~ lLuas ruang usaha 1 sampai dengan 100 m? sebesar Rp. 500,00/ m?;

b. { uas ruang usaha lebh dari 100 m? sebesar Rp. 200,00/ rév.

Besamya tarif retribusi untuk sefiap Pendflaran Ulang 1zin Gangguan adalzh
sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif dasar.
Bagian Keempat
Retribusi lzin Trayek

Paragraf 1
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Pasai n

Strukiur dan besarnya tarif Rpln usl lzin .rayek 'di. tetapkgn sebagas benku!

No. __Kiasiiikasi R Tarnf {Rp)
1. Izin Trayek .
.a.  mobil penumpang umum dengan kapasilas lempat’ 100.000.00
duduk 10 seat ; . '
b.  mobil penumpang umum dengan kapas'ias lempat 200.000,00
© duduk 12 s.d. 14 seat; C
2, Daiwar Ulacg 1zin Trayek .
a. mobil penumpang umum dengan kapasilas tempat 50.000,00tahun
duduk 10;
b,  mobil penumpang umum dengan kapasites tempal 60.000,00/tahun
duduk 12s.d. 14,
3 Izin insidentit .
2. mobil penumpang umium dengan kapasitas tempat 10.000,00
duduk 10s.d 14; :
b mobil penumpang umum dengan kapasitas 1empat 25.000,00
duduk lebih dari 1. l
(.

Bagian Kelima

Retribusi 1zin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

1z Uszcha Perik anan

- Pasal 23

Dengan nama Refribusi izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas jasa pemberian lzin Usaha Perikanan.

Pasal 24

(0  Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izih kepada orang pribadi
atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan

kan meliputi : -

a.  Surat izin Usaha Persikanan (SIUP) ;

b.-  Surat &zin Penangkapan kan (SIPI) ;

¢.  Sural Izin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI).
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{22 Tdak temmasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah

- usaha/kegiatan ‘di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan-
peraturan perundang-undangan

Pasal 25

Subjek Retribusi lzin Usaha -Perikanan acalah orang 4pribadi atau Badan .yang

- memperoleh lzin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggu'naan Jasa
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 26

(1) Tingkal penggunaan jasa pada Retribusi SIUP seklor usaha Penangkapan ikan

diukur berdasarkan produktifitas kapal, harga patokan ikan, dan skala perusahaan.

' (2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP schkior usaha pembudidayaan ikan

diukur dari harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
(3)  Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIPl dan SIKPI diukur dari tarif per GT
dan ukuran kapal menurut jenis kapal.
Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi 1zin Usaha Perikanan

Pasal 27
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Usaha Perikanan

didasarkan pada tujuan untuk menulup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin
Usaha Perikanan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mefiputi penerbitan dokumen izin, pengawasan d& lapangan, penegakan hukum,
Penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberizn &zin Usaha Perikanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi [zin Usaha Perikarian
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Pasal 28

(1) Struktur tanT retnbu" slup dudasarkan pada rumusan sebagal benkul
a. tarif SIUP sektor Usaha Penangkapan lkan:

1. bagi kapal penangkap yang berukuran antara 5 s.d. 1"‘GT
a) untuk perusahaan skala kecil:
Taril = 1% x produktifitas kapa! x harga patokan ikan
b) - untuk perusahaan skala besar:
Tarif = 2,5% x produktifitas kapa! x harga patokan ikan

2. bagikapat penangkap ikan yang berukuran di bawah 5 GT waijib
mendaftarkan kapainya. ,

b. Tarif SIUP sektor pembudidayzan ikan :
Tarif = 1% x harga jual seluruh kan pembudidayaan

c SIP1 dan SIKPI diperuntukkan bagi kabal berukuran antara 5s.d. 10 GT:
Tunf = Tarif per GT x Ukuran kapal (GT) menuru i2nic kapal dan atau alat
langkap

{2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada tarif
per gross tonnage masing-masing komponen dengan rincian sebagai berikut:

No. Ukuran Kapal/Atat Tangkap " 71 Satuan | Tarif (Rp.)

1 2 . 3 4
1. SiPl

- Purse Seine, Rawai Tuna, Jaring Insang GT 5.000,00
Hanyut, Huhale ; ‘

- Selain tersebut di atas GT 5.000,00

{ 2 | SKPI -7 j CGT 1 500020

<« - BABil

WAJIB RETRIBUS! PERIJINAN TERTENTU

Pasal 29

-

Wajb Relribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi alau Badan yang menurut
ketentuan peraturan peundang-undangan Refribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Reimbusi Pesizinan Tertentu.

BABIV
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'WILAYAH PEMUNGUT AN
Pasal 3¢ -

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

BABV
SAAT RETRIBUS! TERUTANG
Pasal 31’

Saat Retribusi terutang adalah pada saal diterbitkannya SKRD atau SSROD.

BABVI -
PEMUNGUTAN RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU
Bagian ¥esatu

Tata Cara Pemungutan, Tata Cara perribayaran
dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan
Pasal 32

(n Retrihusi dipungut dengan menggunakan SKRD - alau dokumen lain yano
dgipersamakan.

@ Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

&) Keteniuan lebih {anjut mengenai tala cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
Pasal 33

(1} - Pembayaran refribusi harus dilakukan secara tunai.
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(2) Pembayaran retribusi dllakukan di Kas Umu"1 Daerah atau, tempat fain .yang
ditunjuk sesuai dengan SKRD. ’ .

)  Dalam HKal pembayaran -dilaknkan di tempal {ain yang dilunjuk, maka . hasil
penerimaan Daerah dari refribust tersebul harus dl»elof ke Kas Umum Daera‘n
selambat- lambatnya 1x24 jam.

-Paragraf 3
Sanksi Administrasi

. Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar lepat pada waklunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
reiribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan dllaglh dengan menggunakan
STRD.
?aragfaf 4
Tata Cara Pesagihan

Pasal 35

(N Penzgihan Relribusi terutang sebagaimana dimaksad dalam Pasal 34 didahului
dengan Surat Teguran.

2 Pengeluaran Sural Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segeid setelah 7 {tujh)
hari kalendes sejak jatuh tempo pembayaran.

3 Nalam jangka wakiu 15 (ima belas) hari kalender seteich lanygai Surat Tegurzn/
Peringalan/Surat lain yang sejenls. Wajih Retribusi harus meiunasi Relribusinya

yang terutang.
@) Surat TeguranIPeringawnISL;ral lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Bupali atau Pejabat yang dilunjuk.
Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal -38
4} Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.
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Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga -
Keberatan
‘Pasal 37

Waijib Retribusi tertentu dapat r'ncngajukan'keberélan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keharalan bharus diajukan dalam jangka waklu paling iama 3 (liga) bulan  sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jka Wajib Retrbusi lerleniu dapat menunjukkan
bahwa jangka waklu iy tidek dapat dipenuhi karena keadaan a fuar
kekuasaannva. :

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak alau kekuasaan Waijib Retribusi.

Pengajuan keberah: tdak menurda  kewajiban membayar Relribust dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

Bupaii datam jangka wakiu paling fama G (enam) bulan sejak langgal Sural
Keberalan dilenima harus memberi keputusan atas keberalan yang diajukan
————————— e S l(ennluc:n l\(nhora an .

UCIIIHHII VGG uur\au potd uu\ ERs

Ketenluan sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajb Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diben keputusan oien Bupali.

Keputusan Bupali alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagtan, menolak, atau menambah besarnya Relribusi yang terutang.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewal dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabufkan.

Pasal3g
Jika pengapjian Yeberatan dikabutkan sebagian atau seluruhnya, kelebthan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
{dua persen) sebufan untuk paling lama 12 (dua befas) bulan,
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- imbaian bunga sebagalmana d:maksud pada ayat (1) d:hntung se;ak buian
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. ]

BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 40

Atas kelebihan periibayaran Retribusi, Wajb Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati. o ' .

Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanys
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retrbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus membenkan keputusan,

Apablla jangka wakiu sebagau mana cdimaksud pada ayat (3) telah dtlampam dan
Bupali fidak memberkan suatu  kepulusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribust dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) budan.

.Apabila Waijib Retribusi n*empun);an utang Retribusi lainnya, kelebihan

pemrbayaran Retribusi ‘sebagaimana dimaksud -pada ayal (1) langsung
diperhitungkan urfuk melunasi terlebih dahuly utang Relribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan dalam jangka wakiu paling Jama 2 (dua) bulan sejak dileshitkannya
SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengernba!ian kelebihan pembayaran Relribusi dilakukan setelah lowat 2

g i

\uuaf UUICIIH Bu pclu memibenikan imbalaiy bu nga sehasar 2% iQua pt:lbc‘ll) sebuian
2tas keterdambalzn per bayaran kelebihan pembayaran Relribws.

Ketgstuan lebih lanjut inengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatw dengan Feratuwan Bupab
BAB Vil
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 41
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 2 {lina) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali

jika Waijib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
{ertangguh jika:
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3)

a.  diterbitkan-Surat Teguran; atau

b.  ada pengakuan utang Retnbu51 dairi Wajb Retribusi, baik !angsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagal mana dimaksud paca ayal {2) hurut

a, kadaluwarsa penagihan dihitung ssjak tanggal dn.enmarya Sural Teguran

tersebut. . o S :

Pengakuan utang Retnbusn secara langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajb Relribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Relribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permochonan angsuran alav
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retnbusn

Pasal 42

Piutang Retribusi yang fidak mungkin ditagih lagi kafena “hak un'uk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- Bupalti menelapkan Kepulusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang

sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
Keteniluan lebih Ean;ul mengenai tala cara pnnghapuban puu!ang Retribust yaig
sudah kadalywarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasat 43
Bupati dapa! memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
Pemberian pengurangan’ dan‘pembebasan' retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dengan memperhatikan parmohonan dari Wajib Relribusi sebagai akibat
adznya kesalaghan hitung dan atau kekeliruan penerapan tiaya pelayanan.
Paimbebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepaoa

perusahaan yang teitimpa bencana alam, kerusakan fatal akiba! adanya

kerusuhan massal -atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat
dholdiban

Ketentuan leisih lanjul mengenai tala cara pengurangan dan pembebasan
Retribusi ditetapkan febih fanjut oleh Bupati.
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BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIXSAAN
Pasal ,44

Bupali berwenang melzkukan penieriksaan unluk menguiji kepatuhan pemenuh;'-m

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraluran peru'rdang-undangan

tentang Relribusi Daerah.

Waib Retribusi yang diperiksa wajib: -

a. memperiihatkan dan/atau meminjamkan buku. atau catalan, dokumen yang
menjadi dasarmya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang; ‘

b. memberikan kesempatan uniuk memasuki lempal alau ruangan yang
gianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan kéterangan yana diperukan,

Ketenian lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur Gangan

Peraturan Bupati.

BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal4s

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retnbus: dagat diberi insenlif atas dasar
pencapaian vinerja terteniu.

Pemperian insenlif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan melalui
Angaaran Pendapaian dan Belaniza Daerah

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insenh{ st agamana dunaksud pada ayat

(1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Xli

PEIMMINJAUAIN KEIVRALL TARIE
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTY -

Pasal 46
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Tarif Reinbusi ditinjau kembai pdmg lama 3 (tiga) tahun sekali.

Perunjauan tarif Re'rib'.s: sebagalmna dnmaxsuﬁ p..da ayat (1) dilakukan dengan
memperhatkan indeks harga dan perkcmbangan pPreRonomaan

Pene!apan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal 2 dmetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal47

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkuingan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melukukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penvidik sebagaimana dimaksud ;iada ayat (1) adalah Pejabal Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelili kelerangan atau lancian
berkenaan dzngan tindak pidana di bidang Relribusi Daerah agar
keterangan 3tau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b menefili, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan ianlang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan
dengzn tindak pidana Retribusi Daerah;

o meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi alav Badan
sehubungan dengan tindax pidana di bidang Relribusi Daerah;

d memeriksa buku, catatan, dan dokumen laih herkenaan dengan tindak
mdana di bidang Retribusi Daerah;

e melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukli pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldnkan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
3. menyuruh berhenti dan/alau meiarang sescorang meninggalkan ruangan

stau tempat pada saal peMaiksaan sedang beriangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotrel seseorang yang berkaitan dengan lindak pidana Retribusi
Daerah;
i. memanggii orang uniuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; : )
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! ‘ menghentikan penyidikan; danlatéu

L

k. melakukan findakan Ian yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak '.
pidana di bidang Rembusu Daerah sesua| dengan ketentuan peraturan
pe.'undang-undangan

4  Penyidik sebaganmana dimaksud pada ayat \1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melaiui Penyidik pejabat Polisi’ Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
keterituan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pldana

BAB XiV
KETENTUAN PIDANA
' Pasal 48

Wajib-Retribusi yang fidak melaksanakan ke\;vajibannya sehingga rerugikan keuangan

Daerah diancam pidana kurungaii-paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumiah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal49

Denda scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
Pada saal Peraluran Daerah mi berléku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Terleniu masih dapat ditagih selama jangka
waklu 5 {lima) tahun terhilung sejak saatlerutang.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Dengan berlakunya Peraturén Daerzh ini, semua peralwran yang mengalur mengenai

pelaksanaannya dinyalakan tetap berlaku sepanjang tidgek bertentangan alau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pasal‘ 52
. Pada saat Peraturan Daerah ini mulal bet'aku

a Peraluran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2000 tentano Retribusi Izin .
Trayek sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
MNomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten ‘Lebak Tahun 2006 Nomor
18);

b Peraluran Daerah Kabupalen Lebak Nomor 41 Tahun 2001 lentang 1zin Gangguan’
dan Tempat Usaha sebagaimana diubah’ terakhir- dengan Peraturan Daerah
-Kabunaten Lebak’ Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

. Tahun 2006 Nomor 18) sepenijang mengenai retribusi zin gangguan; ,

¢.  Perawran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2002 {enlang lkzin
mendirikan Bangunan sebagaimana -diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomer 9.Seri C);
dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2009 tenlang.Retribusi Lzin
Usaha_Perikanan. {Lembaran Daerah beupaleu Lebak Tahun 2009 Nomor.3)
sepanjang mengenai retribusinya;

dicabut dan dinyatakan tidak berfaku.
Pasal 53-
Peraturan Dgerah ini mulai berlaku pada tanggal diundéngkar-.

Agar setiap‘ orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Fe;aturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan ¢ Ranghasbitung
Pada tanggal 18 November 2310

BICPAT LERAK,
Ca[).’:ld
H. MULYADI JAYABAYA

Dipsasatap, -~ Rangkasbitung

Aot cvember2010
/{\(; ey
5§K.<ETARIS G CN\\KABUPATEN LEBAK,

/ /EFFFNDI

BUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 9.
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PENJELASAN
. ‘ "ATAS N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 9 TAHWN 2010
TENTANG
Rawaapmwmm

UMuM
Berdasarkan ketentuan ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang -

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengalur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya "untuk rfmeningkatkan efisiensi dan efektwu!as

penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan kepada masyarakal

Untuk menyelenggarakan pemerintahar di Daerah, Pemerintah Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarzkat. Pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah di daerah harus ditetapkan datam suatu Pevaluran Daerah yang mengacu
kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ientang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. ‘

" Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifal 'closc lis!, bagi Relribusi masih

dibuxa peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tlentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sepanjang memenuhi krileria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang lersebut dan Peraiuran Pemerintah yang merupakan peraturan
pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan
Peratutan Pemerintah juga dinaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi
pelayanan dan perizinan dar Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagi pelayanan perizinan tertenty oleh femernlah Daerah yang dimaksudkan
untuk  pengaturen  dan  engmwiasan alas  kegiatan  pemiantaalan  ruang,
penggunaan sumber daya alam borangprasarana, sarana dan fasililas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dar nenjaga kelestarian lingkungan. Daerah
menganakan punguian kepada orang aidu badan yang menikmatt pelayanan
tersebul yang kemuddian diolon gan pasz Hetnbust Penzinan Tententu

Dari 5 (lima) jenis Retribusi Penzinan Teuenlu dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009, Pemerintah Daeizh hanya memungut 4 (empat) jenis Retribusi
Perizinan Terentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 1 (satu}
jenis Retribusi Perizinan lertentu lainnya yalu Relibusi izin Tempat Penjualan
Minunaan Beralkohot balum diatur dalam Peraturan Doerah ini.

Semuia pengaturan mengenai Retribusi Periznan Terlemu masih tersebar dalam
beberapa peraturan daerah (salu jenis Retribusi Penrzinan Tertentu diatur datam
satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Relribusi Periz ‘nan
Tertentu ciintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yailu Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
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* PASAL DEMI PASAL

Pasalt
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal 3 -‘
Cukup jeias.

Pasal4 , .
Mendirikan bangunan termasuk di dalamnya adalah membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/alau  merawal bangunan gedung sesuai
persyaratan admini stratif dan tekais yang bertzku.

" Pasal5

Ayat (1) . o
Objek yang dikenakan calam Retribusi |zin Mendirikan Bangunan Gedung adalah
kegiatan Pemenntah Daerah dalam rangka pembinaan melalvi pemberian izin
untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan,
pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan
gedung dan prasarana bangunan gedung.

Avyat (2)

Cukup jelas

Ayat 3)
Cukup ielas

Pasal 7
Cunup jeias.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jetas
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas..

Pasal 14
.Quku p jelas.

_Pasalts
Cukup jelas.
“Pasal 16

Cukup jelas.

Pésalfr

Cukup jelas.

Pasal18
Cukup jelas.

- Pasal 19 }
Cukup jelas.

Pasai20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jclas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cuiup jelas.
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Pasal28

Cukup jelas. .

Pasal 2.9.

Cukup jelas.

Pasai30

Cukup jelas.

Pasal 31

. Cukup jelas.

' Pasal32

Cukup jelas.

Pasal 33

‘Cukup jelas. -

Pasal 34

- Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasallé

Cukup jelas.

Pasa! 37

Cukup jelas.

Pasat 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup iefas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jetas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
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. Pasal 44
- Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) : ’ A : . .
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan™ adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokck dan fungsinga melaksanakan
pe :mungutan Pajak dan Retribusi : ' :
Ayai(2) -

Pemberian besamya insentif dilakukan mlalui pembahasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang membndangl masalah keuangan

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasai 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayal (3)

D\;fam hal besarnya tanf retriousi yang telah d;tetupkan dalam Peraturan Daerah
peilu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau
besarnya tarif dak efextif lagi untuk mengendalikan penmintaan layanan lersebul,
Bupali dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 47
Cukup (cias.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasais3

Cukup jelas.
2N



LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Nomor -9 Tahun 2010
Tanggal +'18 November 2010 :
Tentang  : Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAMN
RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1 meks.kegiaian, meliputi kegiatan :

'a. . Bangunan Gedung :
: 1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1 00,
2)  Rehabilitasi/Renovasi: _
T a) Rusak sedang, sebesar.  0,45;

b)  kusak berat, sebesar 0.65.
3) . Peleslarian/Pemugararn: -

a) Pratama, sebesar 0,65;

b) Madya, sebesar 0.45;

<) Utama, sebesar 0,30,

b.  Prasarana Bangunan Gedung
1) Pembangunan baru besar 1,00
2) Rehabilitasi/Renovasi :
a) Rusak sedang, sebesar  0,45;

b) _ Rusak berat, sebesar 0,65.
z Indeks parameter, meliputi:
a Bangunan Gedung:
1) Indeks Parameter fungsi Dangunan gedung dnte(apkan untuk :
a) indeks parameter Tungs! bangunan geudung ditetapkan untuk:

i indeks 0,05 unluk rumah linggal iunggal stderhana,
meliputi ini tumbuh, rumah sederhana sehat, dan
rumah deret sederhana ; dan

ii. indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

b} Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00
o) Fungsi Usaha,sebesar 3.00;
d) Fungsn Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 3, 00:

3 indeks 000 untuk bangunan gedung milk Pemerintah
dan Pemerintah Daerah. meiiputi bangunan gedung
kantor lembaga eksekulif, legistatif, dan judikatif ;

ii. indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan
budaya seiain bangunan.gedung milik Pemerinlah dan
Pemerintah Daerah.

e) Fungsi khusus, sebesar 2,00;
f) Fungsiganda/campuran, sebesar 4,00.
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2)

3)

Indeks parameter Klasifikasi bangunan gedung dengan bobol masing-
masing. terhadap bobot seluruh parameter Kasifikasi ditetapkan
sebagai benkut . ’

a) _Tlngka! kompleksitas berdasarkan karakter kompleksntas dan
tingkat teknologi dengan boboi 0,25:

‘i.  sederhana © - 0,40;
i.  Tidk sederhana 0,70,
jii.  Khusus ' 1,00,
b)  Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
i Darurat ‘ 0,40;
- .. Semi permanen - 0,70,
i.  Pefmanen - - 1,00,
©) Tingkat risiko kelbakaran dengan bobot 0,15:
'L Reridah ) 0.40;
. Sedang . 0,70;
ii.  Tingg : 1,00.

d)  Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15: -
1+ ZonmalV/Sedang 0,50; -

i. ZociiaVikuat 0,70. .
e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10:
i . Rendah 0,407
ii. Sedang 0,70;.
ii. Tinggi 1,00.

f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapisftingkat
bangunan gedung dengan bobot 0,10; .
i.  Rendah 0,40 (1Llantai s.d. 4 Lantai );
ii. Sedang 0,70 (5 Lanks i s.d. 8 Lantai );
ii. Tinggi . 1,00{Lebih dasi 8 Lantai).
Q) Kepemi likar’ bangunan gedung dengan bobot 0,05:
i Negara, yayasan 040,
il. Perorangan 0.70;
iii. Badan Lisaha 1,00.

Indeks paramater waktu penggunaan bangunan geduné ditetapkan
untuk: -

a) Bangunan gedung dengan masa pemafaalan sementara
jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan
gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar
0,40;

b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara
jangka menengah maksimum 3 (figa) tahun seperti kantor dan
gudang Proyek, diberi indeks 5,70

c) Bangunan gedung dengan iasa pemantaatan Iebrh dari 3
{tiga) tahun, dibert indeks sebesar 1,00.
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-Bangunan gedung di bav:ah permukaa'h.' tanah (basement). di atas/dawap

- _permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau

bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30
untuk mendapatkan indeks tenntegrasi.

Pirasarana Bangunan Gedung : ' ‘ '

Indeks  prasarana bangunan pedung ‘rumah tinggal funggai sederhana
melipuli rumah inti tumbuh, rumah. sederhana sehat, rumah darat
sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00. Untuk
konstruksi prasaraha bangunan gedung yang lidak dapat dihitung dengan
satuan, dapal ditelapkan dengan persentase lerhadap harga Rencana
Anggaran Biaya sebesar 1,75% (salv koma tujuh puluh lima persen)

BUPAT! LEBAK,
Capiid.

H. MiJLYADI JAYABAYA
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 9 Tahun 2010 ,
Tanggal : 18 November 2010
Tentang

: Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE

{INDEKS

_KETERANGAN "IN DEKS! KODE KETERANGAN. .
1000 | BANGUNAN GEDUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN
o GEDUNG
p 1100 _UN‘GKUP PEMBANGUNA N 2100 A» BKUPPEMB ANGUNAN ] ]
| 120_; P embanaunanBary 1.00 .‘ 2110 Pembangu nan baru_ 1.00
1120 | Rehabilitasi/Rencovasi : 2920 Rehabqgag »
1121 | Rehabilitasi/Renovasi 045 12121 Rehabilita_si Seﬁng 045
. Sedano .
1122 | Rehabiliasi/RenovasiBera _t | 0.65 022 _RehaDMaSI Beal 085
113¢ | Pelestarian : 12200 | JENIS PRASARANA
1131 | Pelestarian Pratama 065 ; 2210 | Konstruksipembatas/ 1.00
. penahaz nlg_e_ggnna\
1132 | Pelestarian Madya 045 2213 P a_gg r o
1133 _| Pelestarianutama 030 12212 [ Tanggiretaining wall
1200 ! FUNGSI P 2213 iTurap baleskavlingfpe rsil
1210 ;| Hunian 005/0 214 - !
R I R ;
[ 1220 ' Keagamaan B .‘”0 00_ 2220 K‘onstruksn penanda masuk_ »LQ?MJ
i 1240 ° Usaha _ 1300 2221 :-Gapura o _k.f,, o
| 1250 ‘Sosual dzn budaya 000/ 2222 - Gerbang ?
- 100°* )
1260 ! Khusus 200 2223 T
1270 ' Ganda 400 2230  Konstruksi Perkerasan i
£ 1300 , KLASIFIKAS! ; 2221 -galan T
1310 Kompieksitas 025 2232 - Llapangan parkic .,
131 1Sederhana Qa0 2233 -Lapangan upacara R
' 1 3 12 T |d ak Sederhana 070 2234 Lapangan olahraga terbuka ‘
1317 Khusus .10 2238
4320 Permanensi €20 2240  Konstruksi Penghubung
L1321 Darurat 040 2241 - -Jembatan
1322 Sermrfane 30 070 2242 : -Box culvert ~ ;
1323 [ Pemear 100 2243 et 7 e
1330 | RisiKobak.  aran 1045 2250 Konstruksi kolamlreservour 100 |
. bawah tanah ; "
1940 2331 -Keiz mienang _
‘“"e. dan 070 2252 - Kolern Pengolahawn air !
_1333 ) unggn - 'EM 7900 _92‘*3_‘7_1‘_,» Re.se - voir air haw_ah tana o 1
1340 T Zonasi Gempa 0.1 2254 5t o e |
1341 !rZona iMinor _ L o 2260_ ! r(onstruksnMenara . 1.00 |
Y o na N er _nor 2261 {-Mena raan v lengw____ﬁ__'__w%'
i34 | ZonatSedrn . 040 | 262 [ -Mena ramenoir _ 1
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1344 | Zona IV/Sedang i050 12263 |- Ceriobong

1345 | Zona V/Kuat ' - 1070 2264 | = : -
1 1346 | Zona Vi/Kuat ~ 1.00° 12270 | Konstruksi Monumen 1.00
4350 | Lokasi {Kepadatan{ 0.10 22711 | -Tugu

bzgusan gedung) 2272 1 -Patung

- 1351 | Renggang 040 2773 | - o

1352 | Sedang _ 070  : 2280 | onstruks} instalasi . 1100

1353 { Padat .1 100 2281 | Instalasi Listrk

1360 | Ketinggian Bangunan ‘1 2282 | Instalasi Telepon/Komunikasi

' Geduny

1361 | Rendah 0.40 2283 | Instalasi Pengolahan

1362 | Sedang ' . 1070 | 2284 |- o ’

1363 - ! Tingg 1.00 2290 | Kontruksi Reklame/papan 1.00

: ] nama :

1370 | Kepemilik an ___ 1005 2201 ! -Bilboad

BH | Nerafaasa n 040 | 2202 | -Pdpan Iklan

_1372 i Perorangan : 070 | 2293 . | - Papan Nama
i 1373 | Badan lisaha R 1.00 2294 1 e
| 1400 | WAKTU PEN\,GUNAM{ P | 1
i__ .. BANGUHAN GEDUNG : — OSSN S
{1410 | Sememraprghanendek *‘ B E—
§_1_4_Q_Q_q Sementiara jangka menegg_g_ |
(1430 1T e _ tap

- - - [ _L_....H.,‘..

CATATAN: 1°)  Indeks 0.05 unluk rumah tinggal iunggal meltpuu rumah inli tumbuh,
rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana,
2°%) Indeks 000 untux bangunan gedung kanto: milik Negara, kecual
bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha,
s&ita bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus.
o Bangunan gedung, atau bagisn bangunan gedung di bawah permukaan

. t] -
anzh {basement). ¢ atasfbaweah permukaan S prasa rang, dan saran2

umum diberi indeks r2ngali tampahan 1,30
4.*%) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang tennasuk prasarana bangunan
gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BUPAT! LEBAK,

Cap/itd.

H NULYADI JAYABAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 9.



LAMPIRAIN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Tanggal
. Tentang

: 8Tahun 2010
+ 18 Nowember 2010
: Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR KLASIFIKASI PERUSAHAAN
BERDASARKAN INTENSITAS G_ANGGUAN

PERUSAHAAN YANG. MENQQLLNM.ME&& _EE__ .N_Tf.ﬂim

W NG U b

. GANGGUAN TINGGL.

1. industri perakltan ‘kendaraan bermoter; :

2 Industri  tekslil (pemintalan, per(e'\unan pengﬁlantangan pencelupan,
percetakan dan penyempumaan)
industri farmasi; )
Industri kimia;
Industri semen;
Industri penyamakanlpenqawelan kum
industri penggilingan batu ;
Industii kertas/pulp;
industri batu battery ;

‘0. Industri logam elektro platting/pencelupan fogam;

11.  Industri separator accu ;

12.  Industri karoseri;

13.  Industri marmer;

14. Industri besi baja;

15.  Industri minyak goreng .

16.  Industsi margarine;

17, Industri pypuk;

18.  Industri plastik:

19.  Industri peralatan rumah tangga;

20.  Industri tepung beras ; ‘

21, Industri tepung tagioka;

22, Industr tepung ubi jatar;

23.  Industri tepung ikan;

24.  Industri kayu lapis;

25.  Industri garmen dengan pencucian ,

26.  Industri tepung terigu ;

27.  indusrti gula pasir;

28.  Industri karet buatan ;

25.  ndusrii pemberantasan hama |

30. . Industri cat, panis, lak;

31, industri sabun, tapal gigi ;

32, -Industri kosmetik; -

33.  Industri perekat;

34

Industri bahan peledak ;
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74,

industri korek ap| ' :
ndustri pembers;hanfpenggl Imgan mmyak bum| A
Industri kaca lembaran;

Industrikapur; -

_Industri_pengecoran ;.

Industri logam;

Industri paku, engsel dan se ]emsnya

industri suku cadang;

Industri mesin tekstil, mesin percetakan mesin ]dut dan selemsnya
Industri transformalor dan se ;emsnya

Industri vulkanisir bar: ;

Industri panel listrik;

Industrikapal/perahu;

industri kendaraan roda dua atau lebl h;

Industri komponen dan perlengkapan kehdaraan bennotor
industn sepeda ;

Industri pembekuanlpengaiengan ukan fudang
Industri-pencelupan ;-

industri batik cap ;

industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber ;

*Industri peti kemas ;

Industri minuman ;

Pabrik teh;

Pabrik tahu;

Pabrik ban :

Pabrik enternit ;

Pabrik sepatu/sandal,

Bengie! kendaraan bermotor;
Bengkel bubut;

Rurnah potong hewan ;

Pabrik soun, bihun, mie, makaroni, spagheti, dan sejenisnya;
Patrik minvak jarak/kelapa sawit;
Industri makanan temak;

SPBU:

Pertambangan emas ;

Pembangiit tenaga listrik:

Gardu induk listrik;

Industri AMP { asphalt mixing plant  ;
Industri briket batubara; dan
Perusahaan Bahan Bangunan.

PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS

CANGGUIAN SEDANG |

bl ol A

Pabrik minyak kayu putih;,

Percetakan ;

industri bumbu masak ;

industri pengolahan dan pengawetan daging ;
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Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;

s

8. Industri pengupasan dan pembersihan kopl/kacang-kacanganlumm-umb.an
7. Industri roti, kue dan se;emsnya

8 industi gula merah;

9. industri bubuk cokelat;

10, industri rokok putih;

11, Industi pemintalcn. benang ;

42.  industri pertenunan;

13.  Industri pengelantangan ; .

t4.  induslri percetakan dan penyempumasah teksit,
15.  Industyi batk printing;

“16.  Industri karung goni, karung plasti¥ dan se jemsnya
17.  Induslri penggergajian Kayu;
(18, Industi tinta;

19.  industri porselen;

20.  Indus'i barang gelss ;

21.  Industi afat pertanian dan pertukangan’,

22.  Industri alat k omunikasi;

23. . Industri alat dapur dan almunium ;

'24.  Industri komponen elekt ronikar,

25.  Industri kabef listrik dan telepon ;

26.  Industri lampu dan perlengkapannya;

27.  Industri alat fotografi;

28.  Industri penggiingan padihufier ;

29.  Industri susu;

30. Pewsahaan pencucian kendaraan ;

31.  Pewsahaan bahan bangunan yang menggunakan mesin;
32. Bengkel las.

FERUSAHAAN _ YANG  WiCINGG UNAMWAEN MESIN  DomaaN HINTENSITAS
GANGGU.ANKECHL:

1 Pabrik bata merah /batakc

2. rabrik es batu,

3. Pabrik garam;

4, Pergudangan;

5. Tambak udang;

6. Perusahaan strum accu :

7. Konveksi;

8. Industrikerajinan rumah tangga;

9 Industri perakitan elektronik ;

10. Industri swup ;

11.  Industri perajutan;

12.  Industri permadani;

13.  Industri Kapuk;

14.  Industrigarmen tanpa pencucian ;

15.  Industri kerupuk:
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16.  Industri kecap alau tauco ;
17.  Industn petts'atau terasi;

- 18.  industii pengeringan dan péﬁgolahan tembakau;

19.°  Industn alal musik:-

20.  Industri mainan anak-anak ;

21, Industri alat-alat tulis/gambar;- -
22.  ‘ndustri permata!pemlasan

23..  Industri jamu;

' 24 Perusahaan Katering : -

25. Bioskop;
26.  Industri radio, televisi, dan se;emsnya

PERUSAHAAN YANG MK MENGQQN AKAN AKAN MESIN DENGAN INTENSITA§
CANGGUAN SE§ARIT!NG§

Hotel bertaraf l.ntemasnonal:
Resloran;

Bengkei kendaraan bermotor;
Pembibitan ayam ras;
Rumah sakit;

Peternakan kera;
Pelernakan ayam/unggas;
Peternakan sapi perah;
Rumah potong unggas ;
Rumah/gedung walet ;
Toko emas/permata;.

Do I)QAUAAI\I N AR 'l"lh VIAC‘!\If‘f‘l IMAV Al AT MELALL I:.ITC!\IC‘ITAS
LA [ athiY] oy IOTAIT N LA PN MY ) MO g sS

GANGGUAN SEDANG:

1. Peruszhaan goreng bawang ;
2. Supermarket/swzlayan; dan
3. Distributor.

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS
GANGGUAN KECIL;

i Industni kargjinan rumah tangga;
2 Hotel metaii/fosmen/penginagan |

3 Tempat rekreasi;

4. Rumah bersalin/balai pengobatan swasta ;
5. Koiam renang,

6. Perusahaan meubeulsir;

7

Perusahaan batik;
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10.
.

Pabiik tempeloncom ;

Bi.liard;
Gedung olahraga yang di komersnlkan dan
WC yang dikomersilkan,
BUPATI LEBAK,
, o : Caphiid.

H. MULYADI JAYABAYA

N LEBAK



